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PENETAPAN 

Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Mtr 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan 

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara: 

Aslan Arifin bin Sanhad, tempat lahir Jempong Barat, pada tanggal 01 

Agustus 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat 

tinggal di Jalan H. Naim, Lingkungan Jempong Barat, RT.003, RW.184, 

Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NIK : 

5271040108980001, sebagai : “Pemohon I” 

Lina Rahmayanti binti Hardi, tempat lahir Tempos, pada tanggal 13 Mei 1999 

(umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat 

tinggal di Jalan H. Naim, Lingkungan Jempong Barat, RT.003, RW.184, 

Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NIK : 

5271045345990003, sebagai : “Pemohon II” 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan para Pemohon;  

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon. 

 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 

tertanggal 02 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Mataram pada tanggal 03 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 

155/Pdt.P/2023/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2019, Pemohon I dan Pemohon II 

melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota 

Mataram; 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam 

usia  21 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun 

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II 

bernama : Hardi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sanhad 

dan Hilmi Kariadi  dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 

(lima ratus ribu rupiah), tunai; 

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, 

pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak 

bernama : Azkia Aprilia Rahma, perempuan, umur 2 tahun (18 April 2020); 

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang 

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut 

dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam; 

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai 

kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  ternyata 

tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota 

Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan 

kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan 

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta 

nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah 

memperoleh pengakuan hukum; 

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak 

mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya 

yang timbul akibat perkara ini; 

      Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan 

Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 

pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat 

kediaman Pemohon I dan Pemohon II; 

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan 

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :   

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;  

2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 

pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat 

kediaman Pemohon I dan Pemohon II; 

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan 

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2023;   

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I 

dan Pemohon II telah hadir dipersidangan; 

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Pengadilan Agama Mataram 

telah melaksanakan pengumuman atas permohonan Itsbat Nikah a quo; 

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II;   

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan 

Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

− Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 

5271040108980001, tanggal 27-06-2018, yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.1);  

− Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 

5271045305990003, tanggal 20-02-2020, yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.2); 

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi 

di muka sidang yang masing-masing adalah: 

B.  Saksi-saksi 

1. Sanhad bin Amaq Yah umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, 

pendidikan SD tempat tinggal di  Lingkungan Jempong Barat, 

Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah 

kandung Pemohon I;       

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami 

isteri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 01 

September 2019 yang lalu, para Pemohon melangsungkan 

pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong 

Barat, Kelurahan  Jempong Baru, Kecamatan Sekarbeala, Kota 

Mataram: 

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung 

Pemohon II bernama : Hardi   dan mas kawinnya berupa uang 

sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai dan 

saksi nikah adalah Sanhad dan Hilmi Karyadi; 

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan 

Pemohon II berstatus gadis;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan 

darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi 

sahnya pernikahan (halal nikah);  

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan 

atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami 

isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap 

beragama Islam; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang 

anak bernama Azkia Aprilia Rahma, perempuan, umur 2 tahun ( 18 

April 2020); 

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah 

keduanya; 

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah orang yang tidak 

mampu atau ekonomi lemah; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah 

untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan 

akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;  

2. Sahri bin Hamdah , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Jempon 

Barat. Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:  

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai   ibu 

kandung  Pemohon I;       

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami 

isteri dan saksi hadir saat keduanya menikah pada tanggal 01 

September 2019 yang lalu, para Pemohon melangsungkan 

pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong 

Barata, Kelurahan  Jempong Baru, Kecamatan Sekarbeala, Kota 

Mataram: 

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung 

Pemohon II bernama : Hardi  dan mas kawinnya berupa uang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai dan 

saksi nikah adalah Sanhad dan Hilmi Karyadi; 

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan 

Pemohon II berstatus gadis;  

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan 

darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi 

sahnya pernikahan (halal nikah);  

- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan 

atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami 

isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap 

beragama Islam; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang 

anak bernama Azkia Aprilia Rahma, perempuan, umur 2 tahun ( 18 

April 2020); 

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah 

keduanya; 

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah orang yang tidak 

mampu atau ekonomi lemah; 

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah 

untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan 

akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;  

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah 

untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan 

dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah; 

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah 

untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan 

dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah; 

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan 

mohon penetapan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Mtr 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I 

dan Pemohon II telah hadir menghadap sidang dan telah memberikan 

keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;  

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2, 

pemeriksaan perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama 

Mataram dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 ; 

Menimbang, bahwa pernikahan  Pemohon I dan Pemohon II tidak 

tercatat di KUA setempat dan pernikahannya terjadi setelah  tahun 1974, 

pernikahannya tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan 

hukum Syari’at Islam, namun tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai 

akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan 

administrasi kependudukan;  

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya 

mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam pada tanggal 01 September 2019 di 

Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, 

Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama :Hardi  

dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 

dalam status jejaka dan gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah 

atau keduanya tidak ada hubungan keluarga sesusuan ataupun semenda yang 

menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon, dan atas pernikahan tersebut 

tidak ada yang keberatan, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun pernikahannya tidak dilaksanakan di 

hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak memiliki Buku 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Mtr 

Kutipan Akta Nikah, adapun tujuan permohonan ini untuk mendapat alas hukum 

atas pernikahannya dan keperluan hukum lainnya seperti untuk kelengkapan 

administrasi kependudukan. Berdasarkan hal-hal di atas mohon 

permohonannya dikabulkan;  

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II 

tersebut Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pengumuman sesuai 

ketentuan hukum yang berlaku dan atas telah dilaksanakan pengumuman 

tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa 

keberatan atas permohonan tersebut untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;  

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya 

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 macam alat bukti yaitu alat 

bukti tertulis, dan alat bukti saksi;  

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2 adalah akta  

autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,  

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta, karena telah 

dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami 

isteri telah diakui oleh Lembaga resmi (pemerintah) seperti Camat/Kelurahan 

dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, oleh karenanya patut 

untuk dipertimbangkan;  

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, adalah 

bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan 

di depan sidang dengan mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II 

tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana 

antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok 

perkara, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.  

Menimbang, bahwa para saksi adalah keluarga dekat yang sudah lama 

hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II terlebih lagi para saksi tersebut tahu 
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dan hadir pada saat  Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah 

secara Islam maka patut diduga bahwa saksi tersebut telah memberikan 

keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk diterima;  

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah 

menemukan fakta hukum sebagai berikut :  

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan 

secara syari’at Islam pada tanggal 01 September 2019 dengan wali nikah 

Ayah kandung Pemohon II bernama : Hardi dan mas kawinnya berupa uang 

sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, antara 

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah  dan tidak ada yang 

keberatan ;  

2. Bahwa saat akad nikah status keduanya jejaka dan gadis; 

3. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun 

sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai yang selalu hidup rukun dan 

damai dalam keadaan beragama Islam ; 

4. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula 

Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;  

5. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama  Azkia Aprilia Rahma, perempuan, 

umur 2 tahun ( 18 April 2020); 

6. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu atau lemah 

ekonominya; 

7. Bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut tidak ada orang lain yang  

keberatan ; 

8. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini agar mendapatkan alas hak 

atas perkawinannya terutama untuk penerbitan akta nikah sebagai 

kelengkapan persyaratan pembuatan identitas diri dan administrasi 

kependudukan lainnya; 

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa 

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum 

Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “ Perkawinan adalah 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2023/PA.Mtr 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana 

tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut  

telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun 

perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 

12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab I’anatut Tholibin 

Juz IV halaman 254 yang menyatakan :  

ولدینع دعلیإمرأةذكرصحتهوشروطهمننحووليوشاه حوفيالدعوىبنكا  

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang 

perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, 

umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ; 

Menimbang, bahwa maksud  para Pemohon  mengajukan permohonan 

Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas pernikahannya  dan 

untuk kelengkapan administrasi kependudukan terutama untuk persyaratan 

penerbitan akta  nikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa 

permohonan para  Pemohon  tidak bertentangan dengan hukum dan 

menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan umat, 

maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan kearah itu sesuai dengan 

qaidah fiqh yang berbunyi :  

التیسیر  تجلب   المشقة  

Artinya : Kesukaran itu menarik kemudahan ;  

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka 

permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar 

perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk 

mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana 

dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 

dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan; 

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam 

pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, 

maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 

pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang mewilayahi tempat kediaman 

Pemohon I dan Pemohon II; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama 

Mataram Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Mtr tanggal 03 Maret 2023, Pemohon I dan 

Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai 

dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8  serta pasal 9 ayat (5) 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara 

dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 

2023; 

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a  Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aslan Arifin bin Sanhad)  

dengan Pemohon II (Lina Rahmayanti binti Hardi) yang dilaksanakan 

pada tanggal 01 September 2019, di Lingkungan Jempong Barat, 

Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan  Sekarbela, Kota Mataram;  
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3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan 

pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sekarbela;  

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pen gadilan 

Agama Mataram tahun 2023; 

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 27 Sya’ban 1444 Hijriyah, oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., 

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati,M.H dan Drs.H.M.Ijmak, S.H., 

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu 

juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati, S.H, 

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;   

 

Hakim Anggota  

               ttd 

 

Dra. Hj. Ernawati, M.H. 

Hakim Anggota  

ttd 

      Drs.H.M.Ijmak, S.H., M.H. 

         Ketua Majelis, 

              ttd 

 

   Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.I. 

 Panitera Pengganti, 

ttd 

       Denda Farmawati, S.H. 

 
Perincian biaya : 
-  Rp.0  

 

 

   Untuk Salinan 

      Panitera Pengadilan Agama Mataram 

 

                              Drs. Ahmad, S.H., M.H. 
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